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diperbolehkan secara mutlak karena harta wakaf itu sudah bukan menjadi hak
wakif dan tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini dikarenakan pemiliknya
telah berpindah kepada Allah Swt, Sehingga penarikan wakaf tersebut menjadi
batal.

Ibadah perwakafan ini akan benar-benar lebih diperhatikan kembali agar
tidak terjadi kekeliruan. Dan proses perwakafan akan dilestarikan sebagaimana
yang dilakukan saat ini di Desa Sigalapang Julu adanya gotong royong antara
masyarakat untuk membersikan tanah perwakafan dan membagun fasilitas yang
baik di atas tanah perwakafan tersebut.guna dialokasikan terhadap masyarakat
Desa Sigalapang Julu.

Sedangkan untuk keluarga yang ingin mewakafkan tanahnya akan diproses
sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengetur tentang perwakafan guna agar
tanah yang sudah diwakafkan terjaga dengan semestinya.®’

Bahawasanya penarikan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak kelurga dari
wakif tidak benarkan. Dikarenakan tanah yang sudah diwakafkan bukan la
milik kelurga yang mewakafkan melainkan tanah masyarakat Desa Sigalapang
Julu.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

" Mahmuddin Anas, Wawancara (sebagai aparat desa) pada 26 agustus 2022
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Berdasarkan penelitian yang dilaksankan peneliti terhadap penarikan tanah

wakaf pasca wakif meninggal dunia di Desa Sigalapang Julu Kecamatan

Panyabungan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Latar belakang untuk pemakaman umum di Desa Sigalapang Julu
Kecamatan yaitu sekitar 1,5 hektar dan tanah untuk surau yang ukurannya
berkisar dengan ukuran = 18x7 meter. Tanah ini menurut para saksi selaku
para aparat desa dan masyarakat Desa Sigalapang Julu masuk dalam lahan
perwakafan oleh bapak Safri dan keluarga dari bapak Sahnan. Penyerahan
tanah wakaf keduanya tersebut tidak disertakan akta wakaf dikarenakan
pada saat itu masyarakat belum begitu mengenal surat menyurat apabila
hendak melakukan perwakafan tanah.

Praktek penarikan tanah wakaf di Desa Sigalapang Julu Kecamatan
Panyabungan dikarenakan keluarga dari bapak Safri merasa bahwa tanah
yang belum terpakai untuk pemakaman itu hak milik pribadi dikarenakan
beliau yang mengelola tanah tersebut untuk berkebun sayuran. Beliau
menjual tanah tersebut dikarenakan beliau juga merasa bahwa ayahnya
yang berwakaf bukan dirinya. Dan dari kelurga bapak Sahnan yang
membangun rumah diatas tanah yang sudah diwakafkan merasa bahwa
tanah itu adalah tanah milik mereka. Hal keduanya terjadi sebuah
penarikan dikarenakan karena keduanya merasa tidak ada bukti yang
tertulis bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan.

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang di tarik kembali dan

dijadikan jaminan, dihibahkan, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak
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lainya, sehingga penarikan tanah wakaf di Desa Sigalapang Julu tidak bisa
ditarik kembali dan diperjual belikan, sehingga penarikan tanah wakaf
tersebut menjadi batal (tidak sah) dikarenakan dalam Islam tidak
diperizinkan harta yang sudah diwakafkan ditarik kembali. Harta yang
sudah diwakafkan sudah menjadin hak umat Islam.
B. Saran-Saran

1. Untuk wakif yang ingin mewakafkan tanah miliknya segera mendaftarkan
kepada instansi yang terkait supaya tanah wakaf tersebut disertifikasi agar
memperoleh kepastian hukum. yang baik sehingga terhindar dari
perselisihan, sengketa, jual beli dan ditarik kembali oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab.

2. Untuk nadzir agar segera mengurus sertifikat untuk meperoleh kepastian

hukum tanah wakaf tersebut dengan baik.
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